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BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
BETUNIUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK HIBURAN

BUPATI SIDOARIO

Bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoaro Nomor
10 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan, yang diundangkan dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 pada tanggal 22 Nopember 2001 Seri : A maka
dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
KabupatervKotamadya dalam  Iimgkungan Prepinsi  Jawa Timur Junclo
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 fentang perubahan batas Wilayah
Kofapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor § Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara 'ahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) ;

Undang-Lindang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684) °

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 temtang Pajak Dacrah dan Reiribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana relah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahian Atas Undang-Undang Nomer 18
Tahun- 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Bepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048) ¢

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor T2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ¢

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenungan Propinsi schagai Dagrah (tonomn (Lembaran Negara Tahun
2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3952)




)

Feraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah iI..cm‘...m.r.m
vegara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)
Peraturan Dacrah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak
Hiburan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 Pada
anggal 22 Nopember 2001 seri A ).

MEMUTTSKAN

SERERUSAN BUPATI SIDOARIO TENTANG PETUNJUK PE] ANSANAAN
'ﬁJRAl"-’D:UERﬁI'I KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

il yang dimaksud dengan
lah Kabupaten Sidoano ;
Dagral, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
ih Bupati Sidvarjo

unfuk -wlmﬁum;-a disingkat BKP, adalah
pada Kantor Dinas Pendupaian Kabupaten

ah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Dacrah
mg-undangan yang berlaku -
disebut pajak adalah iuran wajib vang dilakukan
kepada Dacrah tanpa imbalan langsung yvang
ian berdasarkan peraturan perundang-undangan
 unfuk membiavai penyelenggaraan pemerintahan
acrah |
Brng dan/atan modal vang merupakan kesatuan baik
i maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
erall dengan nama dan dalam benmk apapun, [irma,
na pﬁh_s_iun. persekutuan, perkumpulan, yvayasan, Organisasi
si-80sial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
bentuk badan lamnya :
tang adalah pajak vang harus dibavar pada suati saat. dalam
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurul
dran perundang-ndangan perpajakan Daerah -
an yang selinjutnva disebut Pajak adalah pungitan daerah atas
hiburan
lith semua jenis perfunjukan, permainan, permainan ketangkasan,
eramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau
i - aleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk
unaan fasilitas untuk berolah raga




S Benvelengeara Fliburan adalah perorangan atan badan vang menyelenggarakan

15

hibtiran bamk unmuk dan atas namanva sendim atau untuk dan atas nama pihak
12in yang menjadi tanggungannya |

Penonion atau pengunjung adalah setiap orang vang menghadin sesuatu hiburan
sunfuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinva atau mempergunakan
_fﬁlililm vang disediakan oieh penyelenggara hiburan kecuall penvelenggara
SRarvawan, artis (para pemaing da petugas vang menghadiri uniuk melakukan
(fugas pengawasan |

tandy masuk adalah suamu tanda atan alat vang sah dengan nama dan dalam

'ht:muk apapun yang dapat digunakon untuk menonton, menggunakan atay
menikmati hiburan :

n' ‘rﬁl-l:@! rembentalivan Pajak Pacrall vang dapat disingkat SPTPD, adalah surat

Ima oleh Waiib Pajak digunakan unmuk melaporkan ]:*mhtutunmn dan/atau

bn\'aran pajak, Obvek Pajak danfarau bukan Obvek Pajak, dan/arau harta

h‘-'ﬂ-’ﬂjihﬂﬂ. mentrul ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

. 'ﬂSr:mmn Fapk Dagrah vang dapar disingkat SSPD, adalah surat vang oleh

_ Fﬂjak d:gun.iknn unmk mnfuhuhan g'rcmbavar.m atau p:.m etoran patak

tapm ‘Pajak Dacrah yang dapm disingkar SKPD, adalah surat
,}aL }*angmmtnmkan hesamy d;tlmtnh ;m!-nk |‘r:§1‘!L

p&jak. Jl.l.m!!l.h kehlrungan pcmhav:mm pokok pajak, besamya
ST 1, dan ]lnnlah }'mg masih harus dibayar ;

HIJIHJ . E mmcntukan Jumlah LL]..h:rmn 5:-.-.rr1hm.1.r.1n
i‘.mdﬂpsjﬂk lehih besar daripada pajak vang terutang atau

l‘iﬁlk terutang dan tidak :nh kredit pa_j 1.L

wang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk
L tt:mﬁarm; sanksi administrasi berupa bunga dan‘atau

m Pﬁg‘npdang—und.anmn pcrmtnk.tn Daerah yang ':nta; at dalam
yjak Dacrah, Surar Ketet tapan Pajak Dacrah Kurang Bayar,

jak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surar ketetapan Pajak
iver, Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surar Tagihan

*r- nman Keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Mﬂpaﬂ Pajak Dacrah. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar,

h pan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan P ajak
vl Lﬂblh Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap

oty igan atau pemungutan oleh pihak ketiga vang diajukan oleh Wajib




Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo yang bertang -:ung
b terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerzh Nomor 10 Tahun 2001
ng Pajak Hiburan termasuk dalam hal pemungutan pajak;

BAB I
PENYELENGGARAAN PENCATATAN PENERIMAAN
Pasal 3
-BlglﬁWajﬁ:r Pajak diwajibkan menvelenggarakan pencatatan penerimaan dan
mpgunakan mesin kas.
BADB II
GOLONGAN JENIS PERTUNJUKAN FILM

Pasal 4

| jenis pertunjukan film di gedung bioskop digolongkan berdasarkan
itetapkan olch Asosiasi Perhimpunan Pengusaha Film dan Bioskop.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal §

an pajak adalah jumlah pembayaran atau yang scharusnya
n dan/atay menikmati hiburan dan olah raga.

Pasal 6

anis hiburan adalah ;
Keramaan umum  yang menggunakan

- 30‘!1: (tiga puluh persen) ;
ar 27% (dua puluh tujub pcrar:nr

sebesar 13% (tiga belas persen) ;
ng sebesar 10% (sepuluh persen),
i pameran senl, pameran busana tradisional dan/atau

I rhﬁu]\c scbesar 15% (lima belas persen) ;
K billyard dan bowling sebesar 20% (dua puluh persen) ;
Rk permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen)
aiuk permainan anak-anak sebesar 10% (scpuluh persen)
aluk pertandingan olah raga, fitness scbesar 15% (lima belas persen) ;
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Tk persewaan video kasct, VCD dan/atau scjenisnya scbesar 15% (lima
‘belas persen) ;

"eruk rekreasi antara lain kolam renang, kolam pancing, kendaraan perm ainan
SWisata dan/atau scienisnya sebesar | 0% (scpuluh persen) |

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 7

mbavaran pajak secara angsuran dan atau penundaan dapat dilakukan dengan
imengaiukan permohonan tertulis kepada Bupati

WPemmolionan angsuran dan atau penundaan dimaksud ayat (1) dilampi irl copy
- ) serta alasan angsuran dan atawe petundaan pembayaran ;

endapatan mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan
‘pertimbangan dalam pemberian persetujuan / penolakan angsuran dan
: undaan pembayaran serta menycrahhan Surat Perstujean/penolakan
ran dan ﬂl‘ﬂ penundaan kepada Wajib Pajak ;

I angsuran diberikan paling banvak 4 (empat) kali angsuran yang
1 feratur setiap bulan dalam satu tahun takwim |

 pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan
ajak dalam saiu tafiun akwim.

BAB Vi
MBERINS PENGLURANG AN, KERINGANAN
DAN PEMBERASAN PATAK

Pasal 8

penmolionan pengurangan, keringanan dan
-"mnulm kepada Bupat dengan tembusan kepada
jan, dengan melampirkan copy K'TP, SKPD disertai bukti

4
Imr.ngat}ak:m penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib
Sbahan pertimbangan pemiberian  persetujuan /  penolakan
nguranpan. keringanan dan pembebasan pajak |

%mngm ‘Keringanan dan pembebasan pajak tdak menunda
ayaran pajak

BAB v
FATACARAPERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 9

Hut dngat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melaln
_ endapatan, disertal penjelasan dan .H'ibﬂnvlla't‘m mr:nbm'u
i'I. sclambat-lambamya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat
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Keputusan Bupati mengenai keberatan yang diajukan Wajib Pajak dapat berupa
penolakan, pencrimaan keberatan atai penerimaan sebagian dari keberatan,
yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati sclambat-lambatnya
dikeluarkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal diterimanya
permohonan ;

Apabila  lewat batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap
dlE.nbuik:zn*

‘%E:lhihl permohonan keberatan diterima dan temyata jumlah yang telah
thbayarkan lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atas
Keberatan, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperolch kembali
melalui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 10

Apabila Wajib Pajak masih merasa tidak \Eu.m atas Surat Keputusan Bupati
mengenal keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak masih mempunyai hak
L mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa

me
e

] et
FPajak ;

Su tmohenan banding harus dilengkapi dengan :
n mengenat alasan Banding;
utusan Bupati mengenai keberatan yang telah diajukan;
. Eg%%ﬂéﬂkan yung bersangkutan dengan Pcmmhmm banding
DT SKPDRD SKPDKBT, SKPDLB,SKFDN, STPD);
bayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

ik 1 ajukan permohonan Banding hanya diberikan dalam
bulan scjak diterimanya Surat Keputisan Kepala Daerah

vakie dilewati, maka hak Wajib Pajak unwk mengajukan
sudah tidak ada Jogi. s

relengearakan pﬂl;ljlglakuagaiaim Wajib Pajak
~Jasa, dapane. manufakrur lain-lain dengan
Q0= {tiga ratus juta rupiah) pertahun ; =
st jada ayar (1) harus dilakukan sccara tertib,
pembukuan yvang berlaku.

. BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 12

alah Pegawm Negeri Sipil atau tenaga ahli yang ditunjuk
ibat yang diberi wewenang dan tanggung jawab unfuk
Ksaan dibidang perpajakan dacrah ;

'_'_I'l"l'ﬂipu[i pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan
&,

sederhana kantor dimaksud avat (2) meliputi, jenis pajak tertentu
: v.%ﬂn ang dilakukan dengan menerapkan feknik pemeriksaan
 bobot Rcdzl:lm:.n yang sederhana dilaksanakan di Kantor Dinas

sederhana lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi -
jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yan g
| dengan menerapkan icknis pemeriksaan dengan  bobot  dan

an yang sederhana, dilaksanakan ditempat wajib pajak ;




-

[asil pemeriksaan vang seluruhnya disemjui oleh Wajib Pajak, dibuat surat
pemy .'Inan tentang perséfujuan vang ditanda tangani oleh Wajib Pajak ;

Hasil lemuan dalam pemieriksasn vang schouhnya atau ndak seluruhnya tidak
disetujui oleh Waijib lgmnl-. dilakukan |"'f.'ll'|:t"'r]"l.=l'\.ll'1 akhir hasil pemeriksaan ;

Laporan pemeriksnan yang dibuat oleh pemeriksa dipunakan sebagai dasar

pencrbitan SKPDK B, SKPDRBT,8TPD,SKPDLB,SKPDLBT,SKPDN  atau

fijuam  lain - unfuk |.'Iv:|.iL-H!1"-m k2tentuan  peraturan p:rundmg undangan
perpajuskan daerah ;

\.;1 abila Wajib Pajak fidak memberikan tanggapan stas hasil pemeriksaan atau
ticak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka surat ketetapan
atau tagihan diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang
disampaikan kepada Wjaib Pajak.
BAE
KRETENTUAN PENIITLIP
Pasal 13

Kepitusan ini herlaku seiak tangeal ditetaphian ;

Keputusan ini divmumkan dalam lembaran Dacrah Kabupaten Sidoario.,

Dtetapkandi SIDOARIJO
pada tanggal py Morey 2002

DBUPATY SIDOARIQ—

o —

1L WiIN HENDRARSO




